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Abstrak
 

Korupsi, dalam berbagai bentuknya, tidak hanya terbatas pada pertukaran uang atau barang. Salah satu

bentuk yang meresahkan adalah layanan seksual, yang dapat muncul sebagai bentuk alternatif gratifikasi

ketika uang atau barang tidak lagi menjadi pilihan. Hal ini sangat relevan dalam kasus-kasus di mana pejabat

laki-laki, yang telah memiliki kekayaan dan kekuasaan, tidak lagi membutuhkan barang atau kompensasi

finansial. Dalam situasi seperti itu, layanan seksual dapat menjadi alat pertukaran bagi mereka yang ingin

mendapatkan pengaruh atau kontrol. Perempuan sangat rentan terlibat dalam situasi seperti ini, karena

norma-norma masyarakat sering kali mengasosiasikan perempuan dengan penyediaan layanan seksual

kepada laki-laki. Di Indonesia, masalah ini sebagian besar masih belum ditangani dalam kerangka hukum,

dan dianggap sebagai topik yang tabu dalam wacana publik. Kesenjangan dalam peraturan ini

memungkinkan adanya potensi eksploitasi dinamika kekuasaan, di mana layanan seksual digunakan sebagai

bentuk korupsi atau pemaksaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang

pentingnya mengatur gratifikasi seksual di Indonesia. Dengan menyoroti perlunya ketentuan hukum yang

jelas, penelitian ini berupaya mendorong para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan pengembangan

undang-undang yang secara eksplisit menangani dan mencegah bentuk korupsi ini. Kerangka hukum yang

efektif sangat penting tidak hanya untuk memerangi eksploitasi seksual tetapi juga untuk menumbuhkan

budaya akuntabilitas dan melindungi individu-individu yang rentan. Revisi ini menekankan pada kejelasan

dan alur, menyajikan topik dengan cara yang lebih terstruktur dan formal dengan tetap mempertahankan

poin-poin aslinya.

......Corruption, in its various forms, extends beyond monetary or material exchanges. One troubling

manifestation involves sexual services, which can emerge as an alternative form of gratification when

money or goods are no longer viable options. This is particularly relevant in cases where male officials, who

already possess wealth and power, no longer require material goods or financial compensation. In such

circumstances, sexual services may become a means of exchange for those who seek to exert influence or

control.Women are especially vulnerable to becoming involved in these situations, as societal norms often

associate women with the provision of sexual services to men. In Indonesia, this issue remains largely

unaddressed in legal frameworks, and it is considered a taboo subject in public discourse. This gap in

regulation allows for the potential exploitation of power dynamics, where sexual services are used as a form

of corruption or coercion. The aim of this research is to raise awareness about the importance of regulating

sexual gratuities in Indonesia. By highlighting the need for clear legal provisions, this study seeks to

encourage policymakers to consider the development of laws that explicitly address and prevent this form of

corruption. Effective legal frameworks are essential not only for combating sexual exploitation but also for
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fostering a culture of accountability and protecting vulnerable individuals. This revision emphasizes clarity

and flow, presenting the topic in a more structured and formal manner while maintaining the original points.


